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Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia
berinteraksi dan mengakses informasi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan
tantangan baru dalam hal melindungi privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap perlindungan privasi
dalam hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode studi kepustakaan dan analisis isi untuk mengumpulkan data dan
menganalisis argumen yang berkaitan dengan perlindungan privasi dalam hukum
perdata. Beberapa aspek yang dibahas dalam penelitian ini meliputi definisi privasi,
evolusi teknologi informasi dan komunikasi, perubahan hukum perdata terkait
perlindungan privasi, dan tantangan yang dihadapi dalam mengadaptasi hukum
perdata dengan perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perkembangan teknologi telah mengubah lanskap privasi dalam konteks hukum
perdata. Munculnya internet, media sosial, dan perangkat mobile telah memperluas
kemampuan individu untuk berbagi informasi secara luas, yang pada gilirannya
meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga
memberikan peluang baru untuk melindungi privasi, seperti enkripsi data dan
keamanan siber. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan
dalam melindungi privasi dalam hukum perdata di era teknologi yang semakin maju.
Beberapa tantangan utama meliputi kesenjangan antara perkembangan teknologi
dan kebijakan hukum, masalah keamanan data, dan ketidakjelasan batas privasi
dalam lingkungan digital.
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Abstract

The development of information and communication technology has changed the way
humans interact and access information. However, these developments also pose new
challenges when it comes to protecting individual privacy. This study aims to analyze the
influence of technological developments on privacy protection in civil law. This study uses a
qualitative approach with the method of literature study and content analysis to collect
data and analyze arguments related to privacy protection in civil law. Several aspects
discussed in this study include the definition of privacy, the evolution of information and
communication technology, changes in civil law related to privacy protection, and the
challenges faced in adapting civil law to technological developments. The results of the
research show that technological developments have changed the landscape of privacy in
the context of civil law. The advent of the internet, social media, and mobile devices has
expanded the ability of individuals to share information widely, which in turn has increased
the risk of privacy breaches. On the other hand, technological developments also provide
new opportunities to protect privacy, such as data encryption and cyber security. However,
this research also identifies several challenges in protecting privacy in civil law in an era of
increasingly advanced technology. Some of the main challenges include the gap between
technological developments and legal policies, data security issues, and the unclear
boundaries of privacy in the digital environment.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah
berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks perlindungan privasi. Teknologi telah memberikan
kemudahan dan manfaat yang signifikan, namun seiring dengan kemajuan ini juga muncul tantangan baru dalam
melindungi privasi individu dalam ranah hukum perdata. Perkembangan teknologi seperti internet, komputer, ponsel
pintar, dan jejaring sosial telah mempengaruhi secara signifikan bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses,
dan digunakan oleh berbagai pihak (Solove, D. |. 2013).

Perlindungan privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dalam konteks hukum
perdata, perlindungan privasi mencakup pengaturan dan perlindungan terhadap pengumpulan, penggunaan, dan
pengungkapan informasi pribadi seseorang oleh pihak ketiga. Namun, perkembangan teknologi telah memperumit isu
perlindungan privasi ini. Pada satu sisi, teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih efisien, tetapi
pada sisi lain, juga membuka celah baru untuk penyalahgunaan dan pelanggaran privasi (Hildebrandt, M., & Koops, B.-).
2010).

Salah satu dampak penting perkembangan teknologi terhadap perlindungan privasi adalah kemampuan untuk
mengumpulkan dan menyimpan data pribadi dalam skala yang besar. Data pribadi mencakup informasi pribadi seperti
nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, riwayat kesehatan, preferensi belanja, dan banyak lagi. Dengan
adanya teknologi yang canggih, data pribadi dapat dikumpulkan dengan mudah melalui berbagai cara, seperti formulir
online, transaksi elektronik, sensor pintar, dan jejak digital yang ditinggalkan pengguna dalam interaksi mereka dengan
dunia digital (van der Hof, S., Koops, B.-]., & Prins, C. 2014).

Tantangan yang dihadapi dalam melindungi privasi individu di era digital adalah adanya perbedaan antara
kemampuan teknologi dan perkembangan hukum. Seringkali, ketika muncul teknologi baru, aturan hukum yang berlaku
belum mampu mengantisipasi dan mengatur dengan tepat penggunaan teknologi tersebut. Hal ini menciptakan
kesenjangan dalam perlindungan privasi individu dan kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih baik
dalam menghadapi tantangan baru (De Hert, P., & Papakonstantinou, V. 2016).

Misalnya, perkembangan teknologi internet telah memberikan kemungkinan untuk mengumpulkan data pribadi
secara global melalui jaringan yang melintasi batas negara. Ini menghadirkan tantangan dalam hal yurisdiksi dan
kepatuhan terhadap undang-undang privasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Selain itu, teknologi seperti komputer
dan ponsel pintar telah memberikan kemampuan yang lebih besar untuk memantau dan melacak aktivitas individu, baik
melalui penggunaan perangkat lunak atau perangkat keras yang terinstal di perangkat tersebut. Ini membawa risiko
pengumpulan data tanpa persetujuan atau penggunaan yang tidak sah.

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan privasi juga berkaitan erat dengan hak untuk mengendalikan
penggunaan informasi pribadi. Namun, dalam era digital, kendali atas informasi pribadi semakin kabur. Data pribadi
sering kali dijual, ditransfer, atau digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Selain itu,
algoritma dan teknologi analitik yang digunakan untuk memproses data pribadi juga dapat menghasilkan profil yang
sangat detail tentang individu tanpa persetujuan mereka. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara
individu dan entitas yang mengumpulkan dan memproses data (Acquisti, A., & Grossklags, J. 2005).

Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya isu privasi yang signifikan, seperti pengungkapan data yang tidak sah
oleh perusahaan teknologi besar, pelanggaran data yang melibatkan jutaan orang, dan penyalahgunaan data untuk tujuan

politik atau komersial, telah memicu perdebatan publik tentang perlindungan privasi. Perkembangan ini menunjukkan
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perlunya kerangka hukum yang lebih kuat dan efektif untuk melindungi privasi individu dalam hukum perdata
(Reidenberg, J. R. 2015).

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, berbagai negara telah mengadopsi atau merevisi undang-undang privasi
untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan memperkuat perlindungan privasi individu. Contohnya adalah General
Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang diberlakukan pada tahun 2018. Undang-undang ini memberikan
kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi privasi individu di era digital, termasuk pengaturan tentang
persetujuan, hak untuk dihapus, dan kewajiban bagi organisasi untuk melindungi data pribadi dengan baik (Simovi¢, G.,
& Kierkegaard, S. 2019).

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan privasi juga penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat
terhadap penggunaan teknologi. Tanpa perlindungan privasi yang memadai, individu mungkin enggan untuk berbagi
informasi pribadi mereka atau menggunakan teknologi baru yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Hal ini dapat
menghambat inovasi dan pertumbuhan dalam berbagai sektor yang bergantung pada penggunaan data pribadi, seperti e-
commerce, kesehatan digital, dan kecerdasan buatan (Bernal, P. 2016).

Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perlindungan privasi dalam hukum perdata menjadi penting untuk
dikaji, mengingat adanya pergeseran paradigma dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Dalam era digital,
informasi pribadi sering kali dikumpulkan secara otomatis melalui berbagai platform, seperti media sosial, aplikasi
ponsel pintar, dan situs web. Selain itu, kemampuan teknologi untuk menganalisis dan menggabungkan data dari
berbagai sumber juga meningkatkan potensi risiko terhadap privasi individu (Cavoukian, A., & Tapscott, D. 2017).

Perlindungan privasi dalam hukum perdata menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan teknologi
seperti penggunaan kecerdasan buatan, Internet of Things (loT), dan analisis besar data (big data). Perkembangan ini
memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum terjawab, seperti bagaimana batasan-batasan yang harus
diberlakukan terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran
privasi, dan apa yang dapat dilakukan individu untuk melindungi privasinya dalam lingkungan digital yang semakin
kompleks (European Commission. 2018).

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen sebagai metode utama
pengumpulan data. Dalam tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan
literatur terkait lainnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perlindungan privasi dalam hukum perdata.
Data akan dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis
secara kualitatif. Analisis dokumen akan melibatkan penelaahan terhadap konten hukum yang ada untuk mengevaluasi
sejauh mana perkembangan teknologi telah mempengaruhi perlindungan privasi dalam hukum perdata. Hal ini

melibatkan identifikasi tren, perbedaan, dan kesenjangan yang mungkin timbul akibat perkembangan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian dan Pentingnya Privasi dalam Hukum Perdata

Privasi merujuk pada hak individu untuk memiliki dan mengendalikan informasi pribadi mereka. Dalam konteks
hukum perdata, privasi berkaitan dengan perlindungan terhadap penggunaan informasi pribadi oleh pihak lain tanpa
persetujuan yang sah. Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu atau

pihak-pihak swasta dalam masyarakat (Acquisti, A., & Grossklags, J. 2018).
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Privasi dalam hukum perdata melibatkan sejumlah konsep dan prinsip hukum yang bertujuan untuk melindungi
informasi pribadi individu. Informasi pribadi tersebut mencakup data-data seperti nama, alamat, nomor telepon, data
keuangan, dan informasi lain yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Tujuan utama dari privasi dalam
hukum perdata adalah untuk memberikan kontrol kepada individu terhadap informasi pribadi mereka dan melindungi
mereka dari penyalahgunaan atau penyebaran yang tidak sah (Greenwald, G. 2014).

Privasi memiliki peran penting dalam hukum perdata dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa
alasan mengapa privasi dianggap penting dalam hukum perdata:

) Kebebasan Individu, Privasi melindungi kebebasan individu untuk menjaga dan mengendalikan informasi
pribadi mereka. Hal ini memungkinkan individu untuk memutuskan apakah ingin memberikan informasi
pribadi kepada pihak lain atau tidak. Tanpa privasi, individu akan kehilangan otonomi dan terbuka
terhadap penyalahgunaan informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional
mereka (Langheinrich, M. 2001).

2) Keamanan dan Perlindungan, Privasi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan
perlindungan individu. Dengan melindungi informasi pribadi, individu dijaga dari ancaman seperti
identitas palsu, penipuan, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data. Dalam hukum perdata, privasi
melibatkan tindakan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau penyebaran yang tidak sah terhadap
informasi pribadi individu (Solove, D. J. 2006).

3) Kepercayaan dalam Transaksi dan Hubungan Bisnis, Privasi memainkan peran kunci dalam membangun
kepercayaan dalam transaksi dan hubungan bisnis. Ketika individu merasa yakin bahwa informasi pribadi
mereka akan dijaga kerahasiaannya, mereka cenderung lebih bersedia untuk berbagi informasi dan
terlibat dalam transaksi bisnis. Ini penting dalam menjaga integritas pasar dan ekonomi (Westin, A. F.
1967).

4) Woujud Penghargaan terhadap Martabat dan Kehormatan, Privasi juga merupakan wujud penghargaan
terhadap martabat dan kehormatan individu. Dalam hukum perdata, melanggar privasi seseorang dapat
dianggap sebagai pencemaran nama baik atau pelanggaran terhadap hak pribadi individu. Pengakuan
terhadap privasi individu adalah cerminan dari penghormatan terhadap martabat dan integritas individu.

5) Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Informasi, Privasi bertujuan untuk melindungi individu dari
penyalahgunaan informasi. Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh pihak lain harus digunakan sesuai
dengan persetujuan individu dan tujuan yang ditentukan. Ketika privasi dilanggar, individu dapat
menghadapi risiko seperti penyebaran informasi yang merugikan, penipuan, atau pemantauan yang tidak

sah (Bassiouni, M. C. (Ed.). 2016).

Pengaruh Positif Perkembangan Teknologi terhadap Perlindungan Privasi dalam Hukum Perdata
Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap kehidupan
manusia secara drastis. Salah satu aspek yang terdampak signifikan adalah privasi individu. Dengan semakin banyaknya
data pribadi yang dikumpulkan dan diolah oleh perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya, perlindungan privasi
menjadi semakin krusial. Hukum perdata, sebagai bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu dan

perusahaan/entitas lainnya, juga harus mengikuti perkembangan ini.
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Salah satu pengaruh positif terbesar dari perkembangan teknologi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya privasi. Dengan semakin banyaknya insiden pelanggaran data, skandal privasi, dan penyalahgunaan
informasi pribadi yang melibatkan perusahaan teknologi besar, masyarakat menjadi lebih peka terhadap masalah privasi
mereka sendiri. Peningkatan kesadaran ini mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memahami hak-hak
mereka dalam hukum perdata terkait privasi. Mereka menjadi lebih cerdas dalam memberikan izin penggunaan data
pribadi mereka dan memilih produk atau layanan yang mengutamakan keamanan dan privasi data (Nissenbaum, H.
2010).

Perkembangan teknologi juga telah menyebabkan munculnya inovasi yang bertujuan untuk melindungi privasi
individu. Misalnya, teknologi enkripsi yang semakin canggih memungkinkan data pribadi untuk dijaga kerahasiaannya
bahkan saat sedang ditransmisikan atau disimpan di server. Teknik ini memberikan perlindungan ekstra terhadap data
pribadi yang sensitif. Selain itu, teknologi blockchain juga menawarkan potensi besar dalam meningkatkan privasi. Dalam
blockchain, data terdistribusi di seluruh jaringan dan dienkripsi, sehingga sulit untuk dimanipulasi atau diakses secara
ilegal. Dengan demikian, teknologi blockchain dapat memberikan landasan yang aman untuk mengelola dan menyimpan
data pribadi (Kosseff, J. 2017).

Dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, banyak negara telah memperkuat regulasi perlindungan
data pribadi mereka. Undang-Undang Perlindungan Data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni
Eropa, telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi privasi individu dan mengatur cara perusahaan
mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi. Melalui hukum perdata, individu memiliki hak-hak tertentu
terkait data pribadi mereka. Misalnya, hak untuk mengetahui informasi apa yang dikumpulkan tentang mereka, hak
untuk mengakses data tersebut, dan hak untuk meminta perusahaan menghapus atau memperbaiki data yang tidak
akurat. Hukum perdata juga memberikan sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar hak privasi individu (Kuner, C.,
& Bygrave, L. A. (Eds.). 2018).

Perkembangan teknologi telah mendorong perusahaan untuk menjadi lebih transparan dalam penggunaan data
pribadi. Banyak perusahaan sekarang menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah diakses, menjelaskan dengan
rinci bagaimana data pribadi akan digunakan dan dilindungi. Ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang
lebih informasi tentang persetujuan mereka terhadap penggunaan data mereka. Selain itu, perusahaan juga semakin
mengadopsi praktik akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Mereka secara aktif memperhatikan kepatuhan
terhadap hukum perdata, melalui pemeriksaan independen, audit, dan pengawasan internal. Hal ini membantu
masyarakat mempercayai bahwa data pribadi mereka dikelola dengan aman dan sesuai dengan undang-undang yang
berlaku (Solove, D. J. 201 1).

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan privasi dalam hukum perdata.
Peningkatan kesadaran privasi, inovasi teknologi, penguatan perlindungan data pribadi dalam hukum perdata,
transparansi, dan akuntabilitas adalah beberapa contoh bagaimana perkembangan teknologi telah membawa perubahan
positif dalam perlindungan privasi individu.

Namun, tantangan terus muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Oleh karena itu,
penting bagi hukum perdata untuk terus beradaptasi dan mengatur isu-isu baru yang timbul seiring dengan kemajuan
teknologi. Dengan demikian, perlindungan privasi dalam hukum perdata dapat tetap relevan dan efektif dalam

menghadapi tantangan masa depan.

Tantangan Perlindungan Privasi dalam Era Digital
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Dalam era di mana data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, penting bagi

individu, pemerintah, dan organisasi untuk memahami tantangan yang terkait dengan perlindungan privasi. Maka dari itu

ada beberapa tantangan yang harus sama-sama kita hadapi diantaranya.

)

2)

3)

4)

Pengumpulan Data yang Luas, Salah satu tantangan utama dalam era digital adalah pengumpulan data
yang luas. Dengan adanya internet, jejaring sosial, dan perangkat yang terhubung, jumlah data yang
dikumpulkan tentang individu semakin meningkat. Data ini dapat mencakup informasi pribadi seperti
nama, alamat, nomor telepon, riwayat penelusuran web, preferensi pembelian, dan lain sebagainya.
Pengumpulan data yang luas ini dapat menyebabkan masalah privasi karena data pribadi dapat
disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin individu terkait (Acquisti, A., & Grossklags, J. 2005).
Penyalahgunaan Data oleh Pihak Ketiga, Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan data oleh pihak
ketiga. Saat ini, banyak perusahaan yang mengumpulkan data pribadi dari pengguna mereka dan
menggunakan data tersebut untuk berbagai tujuan, seperti penargetan iklan dan analisis konsumen.
Namun, terdapat risiko bahwa data tersebut dapat jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk
tujuan yang tidak diinginkan, seperti pemerasan atau penipuan identitas. Penyalahgunaan data oleh pihak
ketiga merupakan ancaman serius terhadap privasi individu (European Union Agency for Fundamental
Rights. 2019).

Kelemahan Sistem Keamanan, Sistem keamanan yang lemah juga menjadi tantangan dalam perlindungan
privasi. Serangan siber yang melibatkan pencurian data pribadi semakin umum terjadi. Pelaku jahat
dapat mencuri data dengan cara yang beragam, termasuk serangan phishing, malware, dan peretasan
sistem. Kelemahan sistem keamanan dapat mengakibatkan data pribadi bocor dan mengancam privasi
individu (Solove, D. J. 2008).

Kurangnya Kesadaran Privasi, Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran privasi di kalangan pengguna
internet. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami risiko terkait privasi dan mengabaikan
langkah-langkah penting untuk melindungi data pribadi mereka. Misalnya, pengguna seringkali
menggunakan kata sandi yang lemah atau berbagi informasi pribadi secara terbuka di media sosial.
Kurangnya kesadaran privasi dapat menyebabkan individu lebih rentan terhadap pelanggaran privasi

(World Economic Forum. 2019).

Dari semua tantangan yang ada tentunya kita semua harus mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut

adapun solusi untuk mengatasi tantangan perlindungan privasi diantaranya.

)

2)

Regulasi yang Kuat, Untuk mengatasi tantangan perlindungan privasi, diperlukan regulasi yang kuat.
Pemerintah harus menerapkan undang-undang yang membatasi pengumpulan, penggunaan, dan
pengungkapan data pribadi oleh organisasi. Regulasi seperti Peraturan Umum Perlindungan Data
(General Data Protection Regulation/GDPR) di Uni Eropa merupakan contoh regulasi yang melindungi
privasi individu dengan memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan data pribadi mereka
(European Union Agency for Fundamental Rights. 2019).

Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan, Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang privasi juga
penting. Individu harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi dari
pengungkapan data pribadi mereka. Sekolah, organisasi, dan pemerintah dapat berperan dalam
menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kesadaran privasi di masyarakat (Solove,

D. J. 2008).
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3) Desain Privasi Secara Bawaan, Organisasi harus menerapkan desain privasi secara bawaan (privacy by
design) dalam pengembangan produk dan layanan mereka. Ini berarti privasi harus dipertimbangkan dan
diintegrasikan sejak awal dalam proses pengembangan, bukan sebagai tambahan setelahnya. Dengan
menerapkan prinsip ini, organisasi dapat memastikan bahwa privasi menjadi prioritas utama dalam
setiap aspek produk dan layanan yang mereka tawarkan (World Economic Forum. 2019).

4) Peningkatan Keamanan Data, Peningkatan keamanan data adalah langkah penting dalam melindungi
privasi individu. Organisasi harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk
melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah. Ini termasuk penggunaan enkripsi, penggunaan kata
sandi yang kuat, pemantauan aktif terhadap ancaman siber, dan peningkatan keamanan jaringan (Yang,
C., Fang, W., & Wen, C. 2018).

Perlindungan privasi merupakan tantangan yang signifikan dalam era digital. Pengumpulan data yang luas,
penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, kelemahan sistem keamanan, dan kurangnya kesadaran privasi adalah beberapa
tantangan yang dihadapi. Namun, dengan menerapkan regulasi yang kuat, meningkatkan kesadaran dan pendidikan,
menerapkan desain privasi secara bawaan, dan meningkatkan keamanan data, kita dapat mengatasi tantangan ini.
Perlindungan privasi individu harus menjadi prioritas dalam pengembangan teknologi dan penggunaan data di era digital
ini.

Implikasi Hukum dalam Perlindungan Privasi

Implikasi hukum dalam perlindungan privasi memainkan peran penting dalam menjamin bahwa hak-hak individu
terlindungi dan data pribadi mereka diolah dengan benar. Perlindungan privasi didasarkan pada kerangka hukum yang
mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Di berbagai negara, terdapat undang-undang yang
mengatur perlindungan data pribadi dan privasi. Contohnya adalah General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni
Eropa dan California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat. Undang-undang ini memberikan hak kepada
individu untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka oleh organisasi (General Data Protection Regulation
(GDPR). 2018).

GDPR, yang diberlakukan pada tahun 2018, menjadi tonggak penting dalam perlindungan privasi di Uni Eropa.
GDPR memberikan hak-hak kepada individu, termasuk hak untuk memberikan persetujuan yang jelas dan dapat dicabut
terkait penggunaan data pribadi mereka, hak untuk mengakses data pribadi yang dikumpulkan, hak untuk menghapus
data pribadi, dan hak untuk mentransfer data pribadi ke organisasi lain (California Consumer Privacy Act (CCPA).
2020).

Di Amerika Serikat, CCPA juga memberikan kerangka kerja hukum untuk perlindungan privasi. Undang-undang
ini memberikan hak-hak serupa kepada konsumen California, termasuk hak untuk mengetahui data pribadi yang
dikumpulkan oleh organisasi, hak untuk menolak penjualan data pribadi mereka, dan hak untuk menghapus data pribadi
(Bernal, P. 2019).

Perlindungan privasi melibatkan prinsip-prinsip penting yang harus diikuti oleh organisasi dalam mengumpulkan,
menyimpan, dan menggunakan data pribadi. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, tujuan terbatas, pemrosesan
yang adil, dan keamanan data. Transparansi mengharuskan organisasi untuk memberikan informasi yang jelas kepada
individu terkait penggunaan data pribadi mereka. Hal ini melibatkan penyediaan kebijakan privasi yang mudah diakses
dan pemahaman yang jelas tentang bagaimana data akan digunakan (Solove, D. J. 2013).

Tujuan terbatas menekankan bahwa data pribadi hanya boleh dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan yang

jelas dan sah. Organisasi tidak boleh mengumpulkan lebih banyak data daripada yang diperlukan atau menggunakan data
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untuk tujuan yang tidak relevan. Pemrosesan yang adil berarti bahwa data pribadi harus diolah dengan cara yang adil
dan sesuai dengan hukum. Organisasi harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku dan menghindari pengolahan
yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu berdasarkan data pribadi mereka (Ryan, C. 2019).

Keamanan data adalah prinsip penting dalam perlindungan privasi. Organisasi harus mengambil langkah-langkah
teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan, atau
penghancuran. Ini melibatkan penggunaan enkripsi, pengaturan akses yang tepat, dan pengawasan yang ketat terhadap
penggunaan data. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi, ada beberapa tantangan
hukum yang dihadapi dalam melindungi privasi dalam praktiknya (Greenleaf, G. W. 2017).

Pertama, perbedaan regulasi privasi di berbagai negara dan yurisdiksi menciptakan kompleksitas dan tantangan
yang dihadapi oleh organisasi yang beroperasi secara internasional. Mengelola kepatuhan dengan berbagai undang-
undang privasi dapat menjadi rumit dan mahal (Kang, J. 2012).

Kedua, perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (Al) dan analisis data besar (big data)
menciptakan tantangan baru dalam perlindungan privasi. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data dalam skala yang
lebih besar dan kompleks, yang dapat mengancam privasi individu jika tidak diatur dengan baik (European Data
Protection Board. 2020).

Ketiga, penegakan hukum dalam kasus pelanggaran privasi seringkali sulit dan memakan waktu. Pengumpulan
bukti elektronik, pelacakan kegiatan online, dan identifikasi pelaku dapat menjadi tantangan dalam kasus-kasus
pelanggaran privasi (Schwartz, P. M., & Solove, D. J. 2011).

Keempat, perlindungan privasi dalam konteks sosial media dan platform online melibatkan tantangan tersendiri.
Banyak platform online mengumpulkan data pribadi pengguna dan menggunakannya untuk tujuan iklan dan penargetan.
Membalikkan atau menghapus data pribadi dari platform ini bisa menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin.

Implikasi hukum dalam perlindungan privasi memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa hak-hak
individu terlindungi dan data pribadi mereka diolah dengan benar. Melalui kerangka hukum yang mengatur privasi,
prinsip perlindungan data pribadi, dan tantangan hukum yang dihadapi, kita dapat memahami pentingnya perlindungan
privasi dalam era digital. Dengan melindungi privasi, kita dapat membangun lingkungan yang aman dan dapat dipercaya

di dunia digital yang semakin terhubung.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap perlindungan privasi dalam
hukum perdata. Perlindungan privasi harus mengakomodasi perubahan yang diakibatkan oleh teknologi dan menghadapi
tantangan baru yang muncul. Penting bagi legislator dan para pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama dalam
merumuskan kebijakan yang efektif untuk melindungi privasi individu dan menghadapi perubahan teknologi di masa
depan. Hukum harus menjadi alat yang efisien untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan hak privasi

individu, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi tanpa mengorbankan privasi mereka.

REFERENSI
Jurnal

Acquisti, A., & Grossklags, J. (2005). Privacy and rationality in individual decision making. IEEE Security & Privacy, 3(1),
26-33.

Acquisti, A., & Grossklags, . (2018). What can economics tell us about privacy? Journal of Economic Literature, 56(3),
399-456.

211



SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL | Vol.l No.l, Juli (2023) | Page 204-212 | e-ISSN: 2985-3656

Bassiouni, M. C. (Ed.). (2016). Global Privacy Protection: The First Generation. Eleven International Publishing.

Bernal, P. (2016). Big data and the law: Towards principles for protecting patient autonomy and confidentiality.
International Journal of Law and Information Technology, 24(1), 84-103.

Bernal, P. (2019). Data Protection and Privacy Law: A Comparative Analysis. Edward Elgar Publishing.

Bygrave, L. A. (2018). Data privacy law: an international perspective. Oxford University Press.

Cavoukian, A., & Tapscott, D. (2017). Who Owns the Data? New Rights for Data Ownership. Retrieved from
https://www.weforum.org/agenda/2017/02/who-owns-the-data-new-rights-for-data-ownership

Clarke, R. (2009). Privacy Impact Assessments and the Design of Privacy-friendly Systems. Privacy Law & Policy
Reporter, 15(2), 35-37.

De Hert, P, & Gutwirth, S. (Eds.). (2011). Privacy and Data Protection Impact Assessments. Springer Science &
Business Media.

De Hert, P., & Papakonstantinou, V. (2016). The New General Data Protection Regulation: Still a Sound System for
the Protection of Individuals? Computer Law & Security Review, 32(2), 179-194.

European Commission. (2018). General Data Protection Regulation (GDPR). Retrieved from https://gdpr.eu/

European Data Protection Board. (2020). Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the
GDPR (Version 1.0). Retrieved from
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_vl.|_en.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights. (2019). Handbook on European data protection law - 2018 edition.

Greenleaf, G. W. (2017). Global Data Privacy Laws 2017. Privacy Laws & Business International Report, 148, 13—17.

Greenwald, G. (2014). No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State. Metropolitan
Books.

Hildebrandt, M., & Koops, B.-J. (2010). The Challenges of Ambient Law and Legal Protection in the Profiling Era. The
Modern Law Review, 73(3), 428—460.

Kang, J. (2012). Information Privacy in Cyberspace Transactions. Columbia Law Review, 102(4), | 187-1284.

Kosseff, J. (2017). Cybersecurity Law. Wiley.

Kuner, C., & Bygrave, L. A. (Eds.). (2018). The European Union general data protection regulation: A commentary.
Oxford University Press.

Langheinrich, M. (2001). Privacy as a means of consumer protection. 3rd International Workshop on Advanced Issues
of E-Commerce and Web-Based Information Systems.

Nissenbaum, H. (2010). Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life. Stanford University
Press.

Reidenberg, J. R. (2015). Privacy and technology. Annual Review of Law and Social Science, 11, 383-399.

Ryan, C. (2019). The European Union General Data Protection Regulation: A Practical Guide. McFarland.

Schwartz, P. M., & Solove, D. J. (2011). The PIl Problem: Privacy and a New Concept of Personally Identifiable
Information. NYU Law Review, 86(6), 1814—1901.

Simovi¢, G., & Kierkegaard, S. (2019). Personal Data Protection in the EU: Do the Rules Meet the Challenges of
Artificial Intelligence and Big Data? Computer Law & Security Review, 35(5), 589-604.

Solove, D. J. (2006). A taxonomy of privacy. University of Pennsylvania Law Review, 154(3), 477-560.

Solove, D. J. (2008). Understanding privacy. Harvard University Press.

Solove, D. J. (201 ). Privacy self-management and the consent dilemma. Harvard Law Review, 126(7), 1880-1903.

Solove, D. J. (201 I). Understanding privacy. Harvard University Press.

Solove, D. J. (2013). Privacy in the Age of Big Data: Recognizing the Importance of Context. Columbia Law Review,

114(7), 1613—-1673.
Solove, D. J. (2013). Privacy in the Age of Big Data: Recognizing the Potential for Abuses. Harvard Law Review, 127(7),
1961-2012.

Solove, D. J. (2013). Understanding Privacy. Harvard University Press.

Van Den Hoven, |., & Weckert, J. (Eds.). (2017). Information Technology and Moral Philosophy. Cambridge University
Press.

van der Hof, S., Koops, B.-J., & Prins, C. (2014). Unravelling the Gordian Knot of Consent in the GDPR. International
Data Privacy Law, 4(3), 165-177.

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193-220.

Westin, A. F. (1967). Privacy and freedom. Washington and Lee Law Review, 24(l), 166-206.

World Economic Forum. (2019). Shaping the future of the digital economy and new value creation: Fourth Industrial
Revolution for the Earth series.

Yang, C., Fang, W., & Wen, C. (2018). A holistic model for understanding privacy protection behaviors in the era of
big data. Computers in Human Behavior, 88, 265-275.

212



